
BUPATI TUBAN 
I 

PROVINS! JAWA TIMUR 
i 

PERATURAN BUPJ\TI TUBAN 
I 
I 

NOMO:R 13TAfIUN 2021 
! 

TENTANP 
I 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANiBUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYA.NAN KESEHATAN DI FASILITAS 

PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

(9QVID-lQJYANQ QlBlAYAf P~MERlNTAH DAERAH 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
I 

: 
I 

BUPATI TUBAN, 

i 
a. bahwa dengan dit~tapkannya Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor HK:0 1.07/Menkes/ 446/2020 tentang 
I , , , .. ,, 

Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan 

Pasien Penyakit Ihfeksi Emerging Tertentu Bagi 

Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan 
I 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka perlu 

melakukan penyesuaia:h pembiayaan dari Pemerintah 
! 

Daerah; 1 

b. bahwa Peraturan Bupati Toban Nomor 38 Tahun 2020 

tentang Penyelenggalraan Pelayanan Kesehatan di 
I 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasien Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Dibiayai 

Pemerintah Daerah, ~ebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati :r-f omor 91 Tahun 2020, perlu 

dilakukan perubah+ untuk disesuaikan dengan 

perkembangan keada~; 
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c. bahwa berdasarl pertimbangan sebagaimana 
I 

dimaksud dalam tj.uruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peratutan Bupati tentang Perubahan 

Kedua Atas Peratur~ Bupati Nomor 38 Tahun 2020 

tentang Penyelenggtrraan Pelayanan Kesehatan di 
I, 

Fasilitas Pelayanan I Kesehatan pada Pasien Corona 

Vinta Disease 2Q19 ((fo.vid-19) yang Dibiayai Pemerintah 
i 

Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Dalam 
I 

Pembentukan Daera!h-daerah 
- • •~• .. ! C -- : 

Lingkungan Propinri Bjawa 

Republik Indonesia Tahun 
I 

Kabupaten 

Timur (Berita Negara 

1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah 1diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Indonesia 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara ReBublik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang NoI1nor 4 Tahun 1984 tentang 

Wabah Penyakit Medular (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Noµ1.or 36 Tahun 2009 tentang 
I 

Kesehatan (Lembarani Negara Republik indonesia Tahun 
I 2009 Nomor 144, I Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nombr 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
r 

2009 Nomor 153, i Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia N~mor 5072); 

q. Undang-UndMg Nqino:r 1~ Tahi1n 2Ql l tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 84, Tambah~n Lembaran Negara Republik 
I 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
I 

dengan Undang-Undap.g Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undab.g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukarl Peraturan Perundang-undangan 
! 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, TambJan Lembaran Negara Republik 
I . 

Indonesia Nomor 639$); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
I 

Pemerintahan Daer~ (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun i 2014 Nomor 244, Tambahan 

I, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah :, diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undbg Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
I 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

I 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-Undang Nonior 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
I 

Kesehatan (Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 
I 

2014 Nomor 290,! Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5607); 

8. Undang-Undang Nob.or 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan (Lemb4ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Npmor 5612); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

I 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran\Negara Republik Indonesia Nomor 

344~; I 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Fasilitas Pelayanan i Kesehatan (Lembaran Negara 

I, 

Republik Indonesia T~un 2016 Nomor 229, Tambahan 
I 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 
11. Peraturan Pemerintali Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan i
1 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indoiiesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintali Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangkn Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
I 

Lembaran Negara Repfblik Indonesia Nomor 6322); 
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksana~ Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten$.ng Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan \ (Lembaran Negara Republik 

I 

Indonesia Tahun 2014j Nomor 199); 
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14. Peraturan Mertteri Kesehatan Nomor 

1501/Menkes/Per/XV2010 tentang Jenis Penyakit 

Menular Tertentu yah_g dapat Menimbulkan Wabah dan 
I 

Upaya Penanggulruigan (Berita Negara Republik 
I 

Indonesia Tahun 201[0 Nomor 503); 
I 
I 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 
! 

tentang Penanggulalngan Penyakit Menular (Berita 

Negara Republik Inddnesia Tahun 2014 Namar 1755); 
i 

16. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
I 

tentang Pembentukap. Produk Hukum Daerah (Berita 
I 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No~or 120 Tahun 2018 tentang 
i 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentimg Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negar~ Republik Indonesia Tahun 2018 
I 

Nomor 157); 

1 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1501/Menkes/Per/X~2010 tentang Jenis Penyakit 

Menulat Tertentu Yatjg Dapat Menimbulkan Wabah dan 

Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 503); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 

tentang Pembebasanl Biaya Pasien Penyakit Emerging 

Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1968); ·~ 

19. Keputusan Merlteri Kesehatan Nomor 

HK.0l.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi 

Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit 

Yang Dapat Menitnbulkan Wabah dan Upaya 
I 

Penanggulangannya; 

20. Keputusan Men'teri Kesehatan Nomo.r 

HK.0 1.07 / Menkes/ 27
1

15 / 2020 ten tang Penetapan 

Rumah Sakit Rujuka.tl Penanggulangan Penyakit Infeksi 

Emerging Tertentu; , 
I 

21. Keputusan Meniteri Kesehatan 
I 

HK.01.07 /Menkes/41p/2020 tentang 

Nomar 

Pedoman 

Pencegahan dan Perigendalian Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19); 
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22. Keputusan Mehteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07 /Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Teknis 

Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit 

Infeksi Emerging T~rtentu Bagi Rumah Sakit Yang 
I 

Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 

2019 (Couid-19); 1 

I 23. Peraturan Daerah Kflbupaten Toban Nomor 06 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
I 

Daerah (Lembaran paerah Kabupaten Toban Tahun 

2007 Seri A Nomor 6}; 

MiMUTUSKAN: 
I 

' 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 
I 

3$ TAHUN 2020 ~ENTANO PENYELENdOARAAN 
PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN 

KESEHATAN PADA PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 
I 

(COVID-19)YANG DIBIAY!AI PEMERINTAH DAERAH. 

' 
1

1 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 
I 

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasien Corona Vin.ts 

Disease 2019 (Covid-19) iYang Dibiayai Pemerintah Daerah 
I 

(~mb~an Paerfl.h KabuPaten Tuban Tahun 2020 Seri m 
Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 91 Tahuh 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang 

Penyelehggara.an Pelay.b.an Keseliatan d.i Fasilitas 
I 

Pelayanan Kesehatan p~da Pasien Corona Vin.ts Disease 

2019 (Covid-19) Yang! Dibiayai Pemerintah Daerah 
I 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E 

Nomor 65), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ~yat (1) dihapus, ayat (2) diubah, 

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

( 1) Dihapus. 
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Kriteria pasie]ji Corona Virus Disease 2019 
I 

(Covid-19) adalah pasien yang mendapat 

pelayanan kes~hatan sebagai berikut: 
I 

a. suspek den.gan 
I 

puluh) uiliun 

penyerta; 1 

I 

usia kurang dari 60 (enam 

tanpa komorbid/penyakit 

b. orang deng~n rapid reaktif, dan 

c. bayi baru l~ir dari ibu rapid reaktif. 

i 
2. Ketentuan Pasal 16: ayat (1) diubah, ayat (9) dan ayat 

(iO) dihapus, ayat ;(13) dtubah dan seteiah ayat (13) 

ditambahkan 3 (tig~) ayat baru yakni ayat (14), ayat 

(15) dan ayat (16) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai 

berikut: 

( 1) 

(2) 

BAB VII 
I 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16. 

I 

Klaim penggantian biaya perawatan pasien bagi 

rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan 

eorona Viru~ Disease 2019 (Covid-19j 

ditanggung oleh Pemerintah Daerah; 

Dalam hal ! penggantian biaya pelayanan 
I 

kesehatan pasibn Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah dibayarkk melalui Anggaran Pendapatan 
! 

dan Belanja Negara, maka Rumah Sakit dilarang 
' 

mengajukan peµggan.ti.an biaya atau klmm {;<3,rnna 
Virus Disease I 2019 (Covid-19) kepada 

Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Da¢rah. 
I 

(3) Penggantian pembiayaan pasien rapid reaktif 

pada co-inside~ bersumber dari luar pembiayaan 

jaminan pelayab.an Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dari femerintah Daerah sesuai dengan 

kepesertaan pa~ien tersebut, yaitu pembiayaan 
I 

yang dijamin · oleh SPM/Jampersal/asuransi 

kesehatan lain/ pasien. 
I 

I 
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(4) Pembiayaan se
1

pagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sebagai pembayaran yang diterima rumah sakit 

bersamaan dein.gan jaminan pelayanan Corona 

Virus Dis~as~ 2019 (C0.vid-19) (penggantian 

untuk jasa layman, akomodasi tambahan untuk 

ruang isolasi, alat pelindung diri dan obat yang 

sesuai denga.J1 standar obat) dari Pemerintah 

(5) 

(6) 

(7) 

I 

Daerah. ' 

Rumah Sakit yang mengajukan klaim 
i 

penggantian biaya dari pemerintah dan tidak 

mendapatkan penggantian biaya dapat diganti 

dengan pembi~yaan dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dengan menunjukkan bukti 

surat keterang~ dari Pemerintah bahwa klaim 

atas nama p~sien tersebut tidak dibayarkan 

Pemerintah de4gan dis.ertai alas.an yang tersebut 
di dalam surat keterangan. 

Rumah sakit yang mendapatkan bantuan alat 
I 

pelindung diri, obat-obatan dan/ atau alat 

kesehatan dairi Pemerintah Daerah, maka 
penggantian bikya pelayanan kesehatan Corona 

Virus Disease , 2019 (Covid-19) yang diajukan 

akan dilakukani pengurangan. 

Rumah Sakit yang membeli s,endiri alat pelindung 
i 

diri maka hartjs melampirkan faktur pembelian 

pada saat penggantian biaya pelayanan kesehatan 

Corona Virus tjsease 2019 (Covid-19). 

(8) Pusat Kes.ehatan Masyarakat dan Laboratoriurn 
' 

Kesehatan DaerF yang melakukan pelayanan tes 

rapid dan pengambilan swab, jika bahan habis 

pakai dan alat kesehatan yang digunakan 
I, 

mendapat bantuan dari Pernerintah maka 
mengajukan kla.im sesuai dengan tarif retribusi 

dalam Peraturah Bupati Nomor 32 Tahun 2020 

tentang PerubaJ.;ian Atas Peraturan Bupati Nomor 

70 Tahun 2018 ltentang Penetapan Tarif Retribusi 
Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Kesehata! Kabupaten Tu ban. 
i 

(9) Dihapus. 

( 10) Oihapus. 
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' 

Biaya pembay$-an klaim dari Pemerintah Daerah 

di fasilitas peIJyanan kesehatan milik Pemerintah 

Daerah dikelola dan dimanfaatkan sesuai 
i ketentuan peraturan perundang;;;.undangan, 

sedangkan d~ rumah sakit milik swasta 

pengelolaan d~ pemanfaatannya sesuai dengan 
I 

ketentuan yang berlaku pada rumah sakit milik 

swasta. 

(12) Pembiayaan yang timbul dari pelayanan 

(13) 

(14) 

I, 

kesehatan pada pasien 

suspek/ probable/konfirmasi yang isolasi mandiri 
I 

di rumah atau ldi rumah isolasi milik Pemerintah 
i 

Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 
i 

Pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf n berlaku sesuai 

ketentuan Pas~ 5 dan berlaku juga untuk kasus 

pasien sus~ek/ probable/konfirmasi yang 

meninggal tidak di rumah sakit dan dibuktikan 
! 

dengan diagnosr oleh tenaga dakter. 

Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud 

Pasal 9 ayat (~) huruf n termasuk didalamnya 

sarana penunjang sesuai dengan ketentuan 

peraturan peruJildang,;,undangan yang berlaku. 

(15) Pasien Corona j Vi,us Disease 2019 (Couid-19) 
I 

yang keluar dari rumah sakit Atas Permintaan 

Sendiri (APS) i harus menandatangani surat 

pemyataan betjnaterai, dan jika pasien tersebut 

meninggal dun~a maka biaya pemulasaran serta 
I 

pemakaman jenjazah pasien Corona Vi,us Disease 
! 

2019 (Covid-19) tersebut tidak dibiayai melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
! 

(16) Biaya pemula~aran dan pemakaman jenazah 

pada pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (15) ditanggung oleh keluarga atau 
. ib penanggungJaw.jl . pasien sesuai ketentuan 

peraturan peru:q.dang-undangan yang berlaku. 
! 

I 

i 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini' mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang i mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam ~erita Daerah Kabupaten Tuban. 

Diundangkan di Tuban 
pada tanggal 11 Jan u a r i 2 0 21 

SEKRETARIS DAERAH 

i 
l 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal 11 Januari 2021 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 7 


